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Hasil monitoring dan evaluasi atas pengumuman
Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2026

Kepala Biro

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretaris Unit Utama

Kepala Kantor Wilayah

Kepala Balai Harta Peninggalan

. Kepala Balai Pelatihan Hukum

Kementerian Hukum
di tempat

1. Rujukan:

a.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6994);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);

Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

Peraturan Menteri Hukum Nomor 43 Tahun 2025 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 890);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 511);

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5
Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Sebagai Aspek Indikator Meso
Dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2026 di lingkungan
Kementerian Hukum, setiap Satuan Kerja wajib menyusun perencanaan pengadaan
barang/jasa dalam bentuk Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan melalui
aplikasi SIRUP.

. Penginputan realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam bentuk e-Kontrak menjadi

salah satu komponen penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang merupakan salah


http://www.kemenkum.go.id/

satu indikator dalam pemenuhan Reformasi Birokrasi pada Kementerian/Lembaga.

c. Dalam melaksanakan dukungan pengadaan barang/jasa, Biro Barang Milik Negara selaku
UKPBJ Kementerian Hukum menyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi pengadaan
barang/jasa, salah satunya terhadap hasil pengumuman RUP tahun 2026 pada seluruh
Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum.

3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengumuman RUP Kementerian
Hukum tahun 2026 per tanggal 4 Maret 2026, terdapat 7.244 paket RUP yang telah terumumkan
dengan total nilai RUP sebesar Rp1.116.416.840.570,00 (data terlampir).

4. Terkait hal tersebut, agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. menginstruksikan kepada para PPK untuk :
1) melakukan identifikasi paket-paket RUP tahun 2026 dengan mengacu pada
Pedoman RUP Kementerian Hukum;
2) melakukan penyusunan paket RUP pada aplikasi SIRUP.
b. mengumumkan seluruh RUP pada aplikasi SIRUP selambat-lambatnya tanggal 20
Maret 2026.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Barang Milik Negara,

[tun Wardatul Hamro

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.
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CAPAIAN PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

Lampiran
Nomor
Tanggal

KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2026

: SEK.4-PB.02.01-250
: 4 Maret 2026

PER TANGGAL 4 MARET 2026

No. Unit Kerja J;g:(l;h Total P((aé%r;canaan
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 762 202.047.380.200
SEKRETARIAT JENDERAL 618 143.226.331.817
3 DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM 564 340.229.735.000
4 B:\TI;EEJ((QEQT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG 525 40.717.704.500
5 NUSA TENGGARA TIMUR 375 10.918.882.000
6 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM 333 87.510.140.000
7 JAWA TIMUR 291 21.361.028.962
8 BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM 255 9.623.483.000
9 BANTEN 253 11.353.611.000
10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 218 46.378.264.000
11 PAPUA 217 5.242.707.000
12 JAKARTA 207 12.488.973.000
13 NUSA TENGGARA BARAT 206 11.047.696.000
14 RIAU 206 9.425.496.000
15 KALIMANTAN BARAT 205 15.605.093.400
16 D. . YOGYAKARTA 173 8.113.949.100
17 KALIMANTAN TENGAH 172 6.706.164.000
18 SULAWESI TENGGARA 169 4.647.457.000
19 SUMATERA UTARA 159 9.029.781.000
20 JAWA TENGAH 153 13.614.824.000
21 MALUKU UTARA 143 9.185.720.000
22 BANGKA BELITUNG 141 12.133.274.000
23 LAMPUNG 128 7.152.536.000
24 BENGKULU 116 4.777.067.010
25 INSPEKTORAT JENDERAL 104 7.921.867.000
26 KEPULAUAN RIAU 92 5.757.780.000
27 SULAWESI UTARA 85 7.736.487.010
28 SULAWESI BARAT 76 3.604.002.000
29 SUMATERA SELATAN 53 4.714.946.000
30 KALIMANTAN TIMUR 50 9.247.702.000
31 PAPUA BARAT 45 9.415.595.000
32 BALI 44 4.002.431.500
33 JAWA BARAT 30 2.952.703.471
34 JAMBI 20 839.867.000
35 SULAWESI TENGAH 13 4.430.829.000




Jumlah

Total Perencanaan

No. Unit Kerja Paket (Rp)
36 MALUKU 12 2.849.296.000
37 GORONTALO 9 2.339.513.000
38 SULAWESI SELATAN 7 2.575.186.000
39 KALIMANTAN SELATAN 6 2.392.407.000
40 SUMATERA BARAT 5 1.235.255.600
41 ACEH 4 1.863.675.000
7244 1.116.416.840.570
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